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LEMBAR PERSETUJUAN
NIDN:1030058402
ABSTRAK

Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dimasa Pandemi Covid-19 Di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Oleh
MASRI HAMZAH

Sistem pelayanan yang prima yag selalu didamba-dmabakan masyarakat selalu
menjadi fenomena saat ini. Sistem pemerintah yang baik tersebut sering disebut
dengan istila good governance atau sistem pemerintah yang bersih dan baik.
Untuk menciptakan hal tersebut, perlu dilaksanakan prinsip-prinsip governance
untuk peynelenggaraan pemerintah yang baik. Tetapi tidak semua instansi dapat
melaksanakan prinsip tersebut, terutama instansi pemerintah. Salah satunya adalah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi merupakan
salah satu Kantor KUA yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang juga
bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun dalam
pelaksananaanya, masih belum dilaksankannya prinsip-prinsip good governance
tersebut, sehingga menghambat pelaksanaan pemerintah yang baik. Maka dari itu
peneliti ingin membuat sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui
penerapan prinsip-prinsip good governance dimasa pandemi covid-19 di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunkan metode pengumpulan
data wawancara, dokumentasi, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian
dilapangan yang peneliti peroleh melalui penyebaran kuisioner yang diberikan
kepada responden dan juga melalui hasil analisa peneliti dilapangan diketahui
bahwa Perapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Masa Pandemi Covid-19
Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi
Sudah berjalan dengan cukup baik.

Kata Kunci : prinsip-Prinsip Good Governance



ABSTRACT
Implementation of Good Governance Principles During the Covid-19 Pandemic
at the Office of Religious Affairs, Pangean District, Kuantan Singingi Regency.
By
MASRI HAMZAH

An excellent service system that has always been desired by the community has
always been a current phenomenon. A good government system is often referred
to as good governance or a clean and good government system. To create this, it
Is necessary to implement the principles of governance for good governance. But
not all agencies can implement these principles, especially government agencies.
One of them is the Office of Religious Affairs, Pangean District, Kuantan Singingi
Regency. The Office of Religious Affairs, Pangean District, Kuantan Singingi
Regency is one of the KUA Offices in Kuantan Singingi Regency which is also in
charge of providing services to the community. However, in its implementation,
the principles of good governance have not yet been implemented, thus hampering
the implementation of good government. Therefore, the researcher wants to make
a study that aims to determine the application of the principles of good
governance during the covid-19 pandemic at the Office of Religious Affairs,
Pangean District, Kuantan Singingi Regency. This type of research is qualitative
by using interview, documentation, and observation data collection methods.
Based on the results of the field research that the researchers obtained through
the distribution of questionnaires given to respondents and also through the
results of the analysis of the researchers in the field, it is known that the
application of the principles of good governance during the Covid-19 pandemic at
the Office of Religious Affairs, Pangean District, Kuantan Singingi Regency has
been going quite well.

Keywords: Good Governance Principles
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengembangan sumber daya manusia sangat dibutuhkan kedudukan dan
peranannya untuk menjalankan dan menyelasaikan tugas-tugas pemerintah dan
melanjutkan pembangunan dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat, serta mencapai tujuan nasional. Dalam pembukaan UUD 1945 telah
tercantum tujuan nasional ialah melindungi segenap bangsa Indonesia, dan
seluruh tumpah dara Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional
ini akan terlaksana dengan baik apabila dicapai dan dilaksanakan dengan
terencana, dan sungguh-sungguh.

Untuk mewujudkan dan mencapai tujuan nasional tersebut, maka
dibutuhkan pegawai yang disiplin, bersemangat, dan bekerja penuh dengan
tanggung jawab serta mengabdi kepada masyarakat dan negara. Hal ini
menunjukkan begitu pentingnya peranan sumber daya manusia dalam pencapaian
tujuan pembangunan nasional. Dalam pencapaian tujuan pembangunan, pegawai
merupakan unsur penggerak utama yang terlibat dalam mekanisme pembangunan
dan system pemerintahan. Untuk kepentingan tersebut, sangat dibutuhkan
perhatian pemerintah terhadap kinerja pegawai.

Dengan adanya pembinaan dan pendidikan serta pelatihan yang

dilakukan, seorang pegawai tentu akan mempunyai kemampuan sumberdaya
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manusia untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab serta menyelesaikan suatu
pekerjaan yang diembannya. Dan dengan pembinaan itu juga, dapat
mengantisipasi terjadinya banyak kesalahan dalam setiap pekerjaan dan dapa
meningkatkan keterampilan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang disiplin kerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaan, mengatur bahwa
kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang harus dijauhi oleh setiap pegawai
negeri sipil. Adapun PP N0.53.2010 itu menyatakan antara lain:
1. Mentaati ketentuan jam kerja.
2. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
3. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat terhadap
bidang dan tugasnya masing-masing.
4. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan
yang diterima mengenai disiplin kerja pegawai

Hal itu juga diperkuat dengan Undang-Undang Pelayanan Publik
Nomor 25 tahun 2009, tentang pelayanan publik. Dinyatakan bahwa setiap
pegawai harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.
Sehingga dengan adanya aturan dan sumber daya yang dimiliki obtimalisasi
kinerja pegawai tentu sangat dibutuhkan diseluruh elemen birokrasi, terutama di
instansi-instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung.

Semua peraturan yang berkaitan dengan pelayanan tersebut adalah
hanya bertujuan untuk menciptakan dan memberikan pelayanan yang maksimal
kepda masyarakat dalam rangka untuk penerapan Goog Governance. Good

governance (tata kepemerintahan yang baik) merupakan istilah yang populer sejak
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berakhirnya rezim orde baru dan digantikan dengan gerakan reformasi. Konsep
good governance ini muncul karena kurang efektifnya kinerja pemerintah yang
selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik.

Menurut Edelman dalam Wibowo (2004 : 5), Penerapan prinsip-prinsip
good governance sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk
meningkatkan Kinerja aparatur negara. Hal ini disebabkan karena pemerintah
merancang konsep prinsip-prinsip good governance untuk meningkatkan potensi
perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan pelayanan publik/tata pemerintahan
yang lebih baik, disamping itu juga masih ada lapisan masyarakat menganggap
pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pasti cenderung lamban, tidak
profesional, serta biayanya mahal.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan
negara. Asian Development Bank menegaskan adanya konsensus umum bahwa
good governance di landasi oleh 4 pilar yaitu (1) accountability, (2) transparency
(3) rule of law (4) participation. Jelas bahwa jumlah komponen atau pun prinsip
yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi
ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Menurut Lalolo Krina (2003)
paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama
yang melandasi good governance, yaitu (1) akuntabilitas, (2) transparansi, dan (3)
partisipasi masyarakat.

Diantara Instansi atau badan yang secara langsung melayani masyarakat

dan menerapkan Good Governace adalah Kantor Urusan Agama (KUA)
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Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Tingginya antusias masyarakat
Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengurusan surat menyurat terutama dalam
pengurusan surat menyurat yang berkaitan dengan pelayanan administrasi
pernikahan menjadi salah satu penyebab banyaknya permasalahan yang dijumpai
dilapangan.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa masih banyak permasalahan yang
harus dibenahi seharusnya pada dinas tersebut sehingga akan berdampak kepada
pemerintah yang baik. Sehingga dapat juga dilihat bahwa dari beberapa prinsip-
prinsip Good Governance, ada beberapa prinsip yang menjadi permasalahan
diantaranya adalah penegakan supermasi hukum, yang mana dalam hal ini dapat
dilihat sebagian dari pegawai yang masuk dan pergi saat jam pekerjaan belum
sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya adanya beberapa orang atau
oknum yang bisa saja mengurus administrasi kapan saja, sehingga ini merupakan
kurangnya partisipasi semua elemen. Selanjtnya dapat juga dilihat ada
pembiayaan yang dikeluarkan tanpa ada keterangan, sehingga ini menyebabkan
belum terlaksanakannya prinsip transparansi.

Dari latar belakang masalah diataslah yang ditemui dilapangan maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Masa Pandemi Covid-19
di Kantor Urusan Agama Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”
1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:
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Bagaimana Penerapan prinsip-prinsip Good Governance pada Masa Pandemi
Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan

Singingi?

1.3. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui Penerapan prinsip-prinsip Good Governance pada

Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangean
Kabupaten Kuantan Singingi
1.4. Manfaat Penelitian

Setelah tujuan penelitian diatas dapat dipenuhi, maka manfaat yang
diharapkan dalam proposal penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam
pengembangan konsep ilmu pengetahuan terkait dengan pelayanan publik yang
berhubungan dengan Penerapan prinsip-prinsip Good Governance pada Masa
Pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangean Kabupaten
Kuantan Singingi
1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian dilakukan untuk memenuhi syarat dalam proses akademik untuk
meraih gelar sarjana dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan
pada pemerintah daerah dalam hal Penerapan prinsip-prinsip Good Governance
pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangean

Kabupaten Kuantan Singingi



19

BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Teori Administrasi Negara

Menurut Siagian (2008:2) dalam buku Filsafat Administrasi
mengatakan: “Administrasi adalah satu keseluruan proses kerjasama antara dua
orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk
mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Max Webber dalam
Kumorotomo dengan bukunya “Etika Administrasi Negara” (2005:82)
Administrasi berarti penyelenggaraan wewenang dan otoritas. Otoritas disini
dapat dimiliki oleh para aparat birokrasi karena mereka telah mendapatkan
legitimasi dari rakyat melalui negara.

Siagian dalam “Filafat Administrasi” (2006:2) Administrasi adalah
sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang
didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah
pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama
untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien, dan rasional.

Irra  Chisyanti Dewi (2011:3) dalam buku Pengantar [lImu
Administrasisebagai berikut:

1. Administrasi dalam arti sempit, yaitu Administrasi berasal dari kata

Administratie (bahasa Belanda), yang diartikan sebagai pekerjaan tulis

menulis atau ketatausahaan atau kesekretarisan, meliputi kegiatan:
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menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, mengadakan, mengirim,

menyimpan.

2. Administrasi dalam arti luas, yaitu Administrasi merupakan proses
kerjasama beberapa individu dengan cara yang efiesien dalam mencapai
tujuan sebelumnya.

Menurut Dimock yang dikutip oleh Anggara (2012:134)mengemukakan
definisi Administrasi negara sebagai berikut :Administrasi negara merupakan
bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu ilmu
pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga lembaga mulai dari satu
keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakan, dan
dikemudikan.

Menurut John M. Pffifner dan Robert V. Presthus dalam Syafiie
(2009:31), Administrasi Negara yaitu: Administrasi negara meliputi implementasi
kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan
politik Administrasi negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha
perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini
meliputi pekerjaan sehari-hari  pemerintah. Administrasi negara dapat
didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk
melaksanakn kebijaksanaan pemerintah. Secara ringkas, administrasi negara
adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-
kebijaksanaan pemerintah, pengarahan, kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak
terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah

orang.
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Prajudi Atmosudirdjo, dalam bukunya Hukum Administrasi Negara
memberikan definisi administrasi negara, bahwa Administrasi Negara mempunyai
3 (tiga) arti yaitu:

1. Sebagai aparatur negra, aparatur pemerintah atau sebagai institusi politik

(kenegaraan)

2. Administrasi negara sebagai fungsi atau sebagai aktivitas melayani
pemerintah, yakni sebagai kegiatan pemerintah operasional.
3. Administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-
undang(Mustafa,2001:6)
2.1.2 Teori Organisasi

Sondang P.Siagian, Organisasi sebagai konkretisasi dari abstraksi
admnistrasi atau dalam bahasa lain sebagai perwujudan dari administras.
Organisasi sifatnnya parsial dalam ketunggalan diartikan bahwa bagian-bagian
(parsial) disatukan (menyatu) menjadi satu yang utuh. Keutuhan terdiri dari dua
komponen utama, yaitu yang pertama terdiri dari manusia/tenaga, biaya, waktu,
materi/bahan/alat, sasaran dan tujuan sedangkan yang kedua terdiri dari proses,
program, rencana, proyeksi, prediksi, alternatif, solusi, pertimbangan, keputusan,
mutu, dan evaluasi. Organisasi merupakan wujud conscience collective yang
termanifestasikan dalam bentuk setia kawan. Bahwa dalam suatu instansi bentuk
setia kawan harus dimuncul-aktifkan melalui keragaman cara berfiki,
kompromitas positif, kerja sama berdasarkan kesatuan pendapat, inisiatif sebagai
landasan kedepan, merasa memiliki didalam tanggung jawab bersama,

menghindari protes dalam sikap keterbukaan, menjaga nama baik institusi dengan
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cara menampung dan menerima segala bentuk saran dan pendapat, mengolah,
memecahkan berbagi permasalahan yang diperkirakan akan timbul mencegah
curiga-mencurigai dan seterusnya.

Pengorganisasian (Organizing) adalah suatu langkah untuk menetapkan,
menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang di pandang. Seperti
bentuk fisik yang tepat bagi suatu ruangan Kkerja administrasi, ruangan
laboratorium, serta penetapan tugas dan wewenang seseorang pendelegasian
wewenang dan seterusnya dalam rangka untuk mencapai tujuan.

Organisasi merupakan manifestasi solidaritas mekanik, yaitu bahwa
organisasi didasarkan atas persamaan, sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan
dalam memajukan institusi, kemampuan partisipasi aktif sehingga memungkinkan
dan terbuka jalan kearah perluasan keahlian serta keterampilan. Setiap karyawan
mampu menguasai bidang-bidang tugas atau pekerjaan lain yang bertujuan
membantu karyawan bila terjadi pemutusan hubungan kerja atau tiba masa
pensiun atau pengurangan tenaga kerja atau dorongan untuk diversifikasi usaha-
usaha lain melalui pendidikan dan pelatihan.

Pengertian Struktur Organisasi Struktur organisasi adalah susunan
komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi
menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi
atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).
Selain daripada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi
pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Jadi secara sederhana,

organisasi adalah suatu kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan
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bersama yang diinginkan dan mau terlibat dengan peraturan yang ada. Organisasi
jalah suatu wadah atau tempat untuk melakukan kegiatan bersama, agar dapat
mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Organisasi bukan bersifat mekanistik matematis, hal ini berdasarkan atas
alasan sebagai berikut:

1. Organisasi hanya sebagai alat penghimpun sejumlah orang untuk tujuan
tertentu

2. Parameter untuk mengukur sejauh mana sejauh mana organisasi bertahan lama
tidak dapat dihitung melalui rumus matematika

3. Secara substansial keberadaan sesuatu organisasi sangat ditentukan oleh apa
yang menjadi tujuan organisasi itu dibentuk, apa sasaran yang hendak dicapai
mengapa organisasi itu harus dibentuk, mengapa keberadaan organisasi itu
sangat dibutuhkan, bagaimana proses pengelolaannya, bagaimana cara
memprediksi  jangkauan masa depan organisasi sepanjang masih
memperhitungkan peluan unsur-unsur kekuatan (strength), kelemahan
(weaknes), peluang (oppurtunity), ancaman (threat).

Menurut Dimock Organisasi adalah perpaduan secara sistematis bagian-
bagian yang saling bergantung atau berkaitan untuk membentuk suatu keesatuan
yang bulat melalui kewenangan, koordinsi dan pengawasan dalam usaha
mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Robbins, S.P.Organisasi adalah
suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerja sama yang dilakukan secara
teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Dr. Sondang P.SiagianOrganisasi adalah setiap bentuk persekutuan
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antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal tekait dalam
rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yg didalamnya
terdapat seorang taua beberapa yg disebut bawahan.
2.1. 3 Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Dalam kesatuan kerja pemerintah pelaksanaannya adalah pegawai
negeri sipil merupakan sumber daya manusia yang dapat menentukan
keberhasilan dalam sebuah instansi atau organisasi. Salah satu cara yang dapat
dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah melalui pengembangan pegawai
dan melaksaanakan pendidikan dan pelatihan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2003, Pegawai Negeri Sipil ialah setiap warga negara indonesia yang telah
memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang
dan diserahi tugas negara lainnya. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan
pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah salah satu jenis Kepegawaian Negeri di
samping anggota TNI dan Anggota POLRI (UU No 43 Th 1999). Pengertian
Pegawai Negeri adalah warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi
syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 ayat 1 UU
43/1999).

Pegawai negeri sipil dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
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1. Pegawai Negeri Sipil Pusat (PNS Pusat), yaitu PNS yang gajinya dibebankan
pada APBN, dan bekerja pada departemen, lembaga non departemen,
kesekretariatan negara, lembaga-lembaga tinggi negara, instansi vertikal di
daerah-daerah, serta kepaniteraan di pengadilan.

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS Daerah), yaitu PNS yang bekerja di
Pemerintah Daerah dan gajinya dibebankan pada APBD. PNS Daerah terdiri

atas PNS Daerah Provinsi dan PNS Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) Pegawai Negeri Sipil
adalah seorang yang diangkat oleh pemerintah dimana sebelumnya telah melalui
proses penyeleksian oleh pemerintah dan kemudian lulus dalam tes diangkat oleh
pemerintah dan diberi tugas dan tanggung jawab. Dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya pegawai diberikan pelatihan dan pendidikan untuk menunjang
tugas pokok mereka. Adapun tujuan pengaturan pendidikan serta pengaturan
penyelenggaraan pelatihan dan jabatan bagi pegawai negeri sipil adalah agar
terjamin adanya Kkeserasian pembinaan pegawai negeri sipil, pengaturan
penyelenggaraan latihan jabatan meliputi kegiatan perencanaan, termasuk
perencanaan anggaran, penentuan standar, pemberian akreditasi, penilaian dan
pengawasan.

Pegawai Negeri Sipil berkumpul di dalam organisasi Pegawai Negeri
Sipil atau Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Tujuan organisasi ini
adalah memperjuangkan kesejahteraan dan kemandirian Pegawai Negeri
Sipil.Terwujudnya KORPRI sebagai organisasi yang kuat, netral, mandiri,

profesional dan terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,
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mensejahterakan anggota, masyarakat, dan melindungi kepentingan para anggota
agar lebih profesional di dalam membangun pemerintahan yang baik.
2.1.4 Teori Good Governence

Istilah governance sebenarnya sudah dikenal dalam literature
administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson
memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 120 tahun yang lalu. Tetapi
selama itu governance hanya digunakaan dalam konteks pengelolaan organisasi
korporasi dan lembaga pendidikan tinggi. Oleh para teoritisi dan praktisi
administrasi  Negara di Indonesia, terminilogi good governance telah
diterjamahkan  menjadi  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik
(UNDP),pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertangungjawab (LAN) dan
ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih
(Nuryanto.A.Daim 2014:43).

Dalam pengertiannya istilah governanance tidak sama dengan
government. Ganie Rochman (Joko Widodo 2001:18) mengemukakan bahwa
konsep government merujuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan
kewenangan tertinggi (Negara dan pemerintah).Konsep governance melibatkan
tidak sekedar pemerintah dan Negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga
sangat luas. Perbedaan paling pokok antara konsep government dan governance
terletak pada bagaimana cara penyelenggara otoritas politik, ekonomi dan
administrasi dalam pengelolaan urusan suatu Negara.Konsep pemerintahan
berkonotasi dengan peranan pemerintah 